BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil
di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang telah diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil
di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana
dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
serta kondisi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
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Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 82)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang
Nomor 400 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2023 Nomor 400);
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13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 tahun 2022 tentang
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 85);

14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 tahun 2025 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat
(3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dalam Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 1) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf g tidak berlaku bagi Pegawai
Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari dan Rumah Sakit Umum
Daerah Rengasdengklok.

(2) Pegawai pada Rumah Sakit Umum Jatisari masih di berikan
TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah sampai dengan
menguatnya sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerahnya atau paling lama 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Bupati ini berlaku.

(2a) Pegawai pada Rumah Sakit Umum Rengasdengklok masih di

berikan TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah sampai
dengan menguatnya sistem pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerahnya atau paling lama 5 (lima) tahun
sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

(3) Dalam hal pejabat fungsional pada Pusat Kesehatan
Masyarakat telah mendapatkan kapitasi atau dengan sebutan
lainnya, pemberian TPP dibayarkan sesuai kemampuan
keuangan Daerah.

(4) Pembayaran TPP bagi pejabat fungsional pada Pusat
Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan penilaian disiplin kerja dan penilaian
produktivitas kerja dengan ketentuan lebih lanjut ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 4 Juli 2025

/~ BUPATL KARAWANG,

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 4 Juli 2025

SERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 27
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